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Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk  

mengetahui klasifikasi perkara kekayaan 

intelektual yang ada di pengadilan negeri, 

yang difokuskan pada PN Jakarta Pusat, PN 

Makassar, PN Semarang, PN Surabaya. 

Dan membahas perkara tentang Hak cipta, 

merek, dan paten yang banyak terjadi pada 

lokasi pengadilan negeri tersebut. dari hasil 

klasifikasi data pada empat pengadilan 

negeri tadi diperoleh hasil bahwa PN 

Jakarta Pusat memiliki perkara terbanyak di 

antara tiga pengadilan negeri yang lainnya 

dalam perkara hak cipta, merek dan paten. 

selain itu penelitian ini juga ingin 

membahas mengenai hasil analisis terhadap 

hasil klasifikasi perkara kekayaan 

intelektual terbanyak dan penegakan 

hukumnya. artikel ini menggunakan 

metode dataset statistik. analisis dilakukan 

secara kuantitatif hasil dari data di setiap 

PN yang akhirnya menunjukkan bahwa PN 

Jakarta Pusat memiliki perkara terbanyak 

dengan 102 perkara hak cipta, 849 merek, 

52 paten. 

kata kunci: kekayaan intelektual, perkara, 

pengadilan negeri, penegakan. 

Pendahuluan

fakta yang diangkat dalam artikel ini adalah 

bahwa tingginya perkara kekayaan 

intelektual di Pengadilan Negeri Jakarta 

pusat ini menunjukkan akan pentingnya 

perlindungan hukum kekayaan intelektual 

di wilayah tersebut, letaknya yang ada di 

ibu kota sehingga diperlukan keutamaan 

dalam penegakannya. Dengan banyaknya 

perkara hak cipta, merek dan paten yang 

terjadi diera globalisasi dan akan pesatnya 

kemajuan teknologi membuat setiap 

individu dan perusahaan harus melindungi 

inovasi dan barang ciptaan mereka sebab 

ini menciptakan nilai ekonomi. Disinilah 

peran penting dari Pengadilan Negeri untuk 

membantu mereka dalam wujud 

menyelesaikan sengketa terkait kekayaan 

intelektual tersebut, serta memberikan 

pengarahan akan sanksi yang akan diterima 

jika mereka melanggar sistem aturan yang 

sudah ada untuk melindungi hak cipta, 

merek dan paten.setiap karya yang lahir 

dari sebuah pikiran cemerlang dan berguna 

untuk manusia perlu diakui dan dilindungi 

dengan UU nomor 19/2002, UU Nomor 4 

tahun 2001, UU Nomor 15 tahun 2001. 

Metode 

Artikel ini menggunakan metode dataset 

statistik dengan menggunakan data yang 

sudah ada di 4 Pengadilan Negeri, analisis 

dilakukan dengan kuantitatif. berikut lebih 

detailnya pada tabel 1: 

 

 

melalui tabel 1 peneliti ingin mencapai 

tujuan dengan cara mengumpulkan data 

terkait jumlah perkara kekayaan intelektual 

di empat Pengadilan Negeri pada wilayah 

Jakarta Pusat, Makassar, Semarang, 

Surabaya. pemilihan waktu pengambilan 
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data pada waktu dekat agar diperoleh data 

yang lebih update. 

Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil perolehan data di website resmi 

keempat Pengadilan Negeri tersebut dalam 

perkara kasus Hak cipta, Merek, Paten dan 

diperolehlah hasil bahwa di PN Jakarta 

Pusat yang paling banyak dalam perkara 

kekayaan intelektual berikut persentase: 

 
 

Dari tabel 2 terlihat bahwa dalam segala 

perkara kekayaan intelektual PN Jakarta 

pusat menjadi nomor 1 presentasenya, 

selanjutnya PN Surabaya juga banyak 

meski PN Makassar dan PN Semarang 

rendah bukan berarti perlindungan hukum 

di sana tidak penting justru harus tetap 

dijalankan sehingga meminimalisir ajuan 

gugatan atas perkara kekayaan tersebut. 

Kesimpulan: 

penegakan hukum untuk kekayaan 

intelektual dalam Pengadilan Negeri perlu 

dilakukan secara tegas dengan mengacu 

pada sistem Undang-Undang yang telah 

ada dan dari survei bahwa PN Jakarta Pusat 

paling banyak menangani perkara kekayaan 

intelektual. Diperlukannya penegakan yang 

secara khusus agar orang/ perusahaan yang 

dirugikan mendapat bukti perlindungan 

atas karyanya. 
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